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ABSTRAK 
Importir yang tidak setuju atas penetapan tarif dan/atau nilai pabean oleh pihak pabean 
sehingga mengakibatkan tambah bayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor diberi 
kesempatan oleh undang-undang untuk mengajukan keberatan. Komplain atas penetapan Pejabat 
Pabean dalam rangka pemeriksaan pabean tidak dapat dilakukan kepada pihak manapun, kecuali 
hanya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 
Selanjutnya dalam hal keberatannya ditolak importir dapat mengajukan banding ke 
Pengadilan Pajak.  Undang-undang Kepabeanan dengan jelas telah mengatur mekanisme 
keberatan dan banding dalam pasal 93 sampai dengan pasal 95. Demikian juga penegasan 
mengenai penerapan Undang-undang Kepabeanan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan 
penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor/ekspor, termasuk pengajuan keberatan, 
sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Kepabeanan. Pada prinsipnya keputusan 
Pengadilan Pajak bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak bisa dilakukan 
gugatan kepengadilan umum, peradilan tatausaha negara, atau badan peradilan lain.  Namun 
pihak yang bersengketa yang tidak puas atas putusan Pengadilan Pajak masih dimungkinkan untuk 
melakukan upaya hukum lain berupa upaya hukum luar biasa yaitu mengajukan peninjauan 
kembali atas putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung.  
Kata Kunci: Keberatan Banding, Bea Cukai,Papua 
 
I. PENDAHULUAN 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
merupakan instansi di bawah Kementrian 
Keuangan yang memiliki tugas pokok untuk 
mengawasi lalu lintas keluar masuknya 
barang dari daerah pabaen Indonesia. Dan 
memiliki peranan penting bagi Negara 
Kesatuan Republik Indonesia terutama 
dalam bidang Kepabeanan . Bea dan cukai 
adalah satu-satunya institusi yang 
bertanggung jawab terhadap barang-
barang tertentu yang mempunyai sifat 
karakteristik yang telah ditetapkan dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. 
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 
23 Tahun 2004 dan berdasarkan Orgnisasi 
dan Tata Kerja Departemen Keuangan 
sebagaimana telah di tetapkan terakhir 
dengan Keputusan Nomor 
302/PMK.01/2004,Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai mempunyai tugas: 
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1. Pengawasan dan pelayanan atas lalu 
lintas barang yang masuk dan keluar 
wilayah Republik Indonesia. 
2. Pemungutan penerimaan Negara berupa 
bea masuk dan cukai serta pungutan  
Negara lainnya. 
Selain tugas pokok tersebut,Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai juga mempunyai 
fungsi dan peranan,yaitu: 
a. Trade Facililator, yaitu Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai sebagai pemberi 
fasilitas dalam perdagangan terutama 
dalam hal perdagangan internasional. 
b. Revenue Collector,yaitu Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat 
pemerintah yang bertugas memungut 
penerimaan Negara berupa bea 
masuk,pajak dalam rangka 
impor,pungutan ekspor dan cukai. 
c. Industrial Assistance,yaitu Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai merupakan 
asisten atau pemberi pelayanan 
terhadap pengusaha atau importir. 
d. Community Protector,yaitu Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai sebagai 
pelindung Kepabeanan Republik 
Indonesia. 
 
Sebagai instansi pemerintah yang 
mempunyai peranan penting terhadap 
kegiatan ekspor dan impor barang ke luar 
negeri.Bea Cukai juga mempunyai kendala-
kendala dan masalah-masalah di bidang 
barang Tegahaan dan Kepabaeanan.Bea 
dan Cukai merupakan pajak tidak langsung 
yang berimbas pada barang komoditi 
ekspor, Maupun impor yang belum di 
lengkapi surat-surat,dokumen,bukti tertulis 
lainnya sehingga menyebabkan target 
anggaran pemerintah tidak terealisasi 
dengan baik, maka dari itu perlu di bentuk 
barang-barang yang mempunyai legalitas 
dan surat izin. 
Berdasarkan latar belakang itulah penulis 
tertarik untuk mengambil judul: RANCANG 
BANGUN APLIKASI BANDING PENGADILAN 
PAJAK DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN 
CUKAI KANTOR WILAYAH 
MALUKU,MALUKU UTARA,PAPUA DAN 
PAPUA BARAT (MPPB). 
 
II. LANDASAN TEORI 
2.1 Pengertian Bea Cukai Menurut 
Undang-Undang 
Pengertian bea cukai atau disebut 
juga dengan “douane” sebelum proklamasi 
kemerdekaan Indonesia, adalah instansi 
pemerintah yang bertugas melayani 
masyarakat di bidang kepabeanan dan 
cukai.  Kemudian seiring pengaruh 
globalisasi di Indonesia, maka nama 
kepabeanan dan cukai kini lebih dikenal 
dengan nama customs. 
Definisi bea cukai apabila dilihat dari 
sisi kelembagaan adalah sebuah lembaga 
negara instansi pemerintah dengan fungsi 
lembaga negara yang dipimpin oleh 
direktur jenderal. Berada di 
bawah  Kementerian Keuangan Indonesia 
sama halnya dengan Direktorat Jenderal 
Pajak yang bertugas mengatur Peraturan 
Pajak Indonesia, Direktorat Jenderal 
Perbendeharaan, dan Sekolah Tinggi 
Akuntansi Negara yang merupakan jurusan 
perguruan tinggi di indonesia 
bidang Akuntansi. Sebagai perguruan tinggi 
dalam negeri syarat masuk STAN 
terbaru ini harus dipenuhi, salah satunya 
dengan memahami bea cukai di Indonesia. 
2.2 Pengertian Dari Bea Dan Cukai 
Pengertian bea cukai pada dasarnya 
terbagi menjadi dua karena terbentuk dari 
dua kata yaitu “bea” dan “cukai” meskipun 
masih dalam satu kesatuan. Perbedaan 
pengertian bea dan cukai terletak pada : 
1. Pengertian bea 
adalah sebuah kegiatan pemungutan 
bea masuk dan pajak dalam kegiatan impor 
dan ekspor khususnya untuk barang-
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barang tertentu. Di berlakukannya bea 
masuk adalah untuk melindungi semua 
industri yang ada di dalam negeri dari 
persaingan produk luar negeri, hal ini biasa 
dikenal dengan sebutan tarif barier. 
Kemudian untuk kegiatan ekspor biasanya 
pihak pemerintah tidak memungut bea 
karena pemerintah ingin mendukung 
industri yang ada di dalam negeri untuk 
bersaing di pasar internasional. 
2. Pengertian cukai  
Yaitu bisa dibilang akan jauh lebih 
susah dimengerti dibandingkan dengan 
pengertian bea, oleh karena itu pengertian 
bea dan cukai tidak bisa disatukan menjadi 
pengertian bea cukai. Pengertian cukai 
adalah sebuah kegiatan pemungutan yang 
dilakukan oleh negara secara tidak 
langsung kepada setiap konsumen  yang 
menikmati objek yang dikenakan cukai 
seperti rokok, alkohol, dll. Oleh karena itu 
sebaiknya anda sebagai perokok mulai 
memikirkan cara berhenti merokok karena 
selain harganya yang mahal juga bahaya 
merokok bagi kesehatan tubuh sangat 
banyak.  Hal itu karena kandungan rokok 
dan zat bahaya dalam asapnya bisa 
merusak fungsi paaru-paru manusia. 
 
2.3 Sistem 
Untuk menjelaskan arti sistem ini 
penulis akan menguntip pendapat dari 
beberapa penulis. Sistem dapat abstrak 
atau fisis. Sistem yang abstrak adalah 
susunan yang teratur dari gagasan-
gagasan atau konsepsi-konsepsi yang 
saling tergantung. Misalnya, sistem 
teknologi adalah susunan yang teratur dari 
gagasan-gagasan tentang Tuhan, manusia 
dan sebagainya. Sistem yang bersifat fisis 
adalah serangkaian unsur yang bekerja 
sama untuk mencapai  tujuan.  
Gordon B Davis dalam bukunya, 
Manajement Information System: 
Conceptual Fondation, Structure, and 
Development, menyatakan sebagai berikut 
: 
System can be abstrac or physical. An 
abstract system is an orderly arragement 
of  interdefendent ideas or constructs. For 
example, or system or theologi is an 
orderly arragement of ideas about god, 
man, etc. a physical system is a set of 
elements which operate together  to 
aacomplish an objectif. 1  
Untuk menjelaskan sistem secara 
fisis, Gordon B. Davis memberikan contoh-
contoh antara lain sebagai berikut ; 
Sistem angkutan yaitu pegawai-
pegawai, mesin-mesin, dan organisasi  
yang menyangkut barang-barang. Sistem 
sekolah yaitu gedung-gedung, guru-guru, 
administrator-administrator, buku-buku 
pelajaran dan sebagainya yang bersama-
sama berfungsi memberikan pelajaran 
kepada para siswa-siswa.  
 
2.3.1 Perangkat Perencanaan Sistem 
Ada tiga alasan yang menyebabkan 
kita sebaiknya melakukan pemodelan 
sistem yaitu: 
1. Dapat memfokuskan perhatian pada 
hal-hal penting dalam sistem tanpa 
mesti terlibat terlalu jauh. 
2. Mendiskusikan perubahan dan koreksi 
terhadap kebutuhan pemakai dengan 
resiko dan biaya minimal. 
3. Menguji pengertian penganalisaan 
sistem terhadap kebutuhan pemakai 
dan membantu pendesain sistem dan 
pemograman membangun sistem. 
Pada dunia pemodelan sistem 
terdapat sejumlah cara yang 
merepresentasikan sistem yang melalui 
diagram misalnya, flowchart, HIPO, 
(hierarchy input proces output), decision 
table, data flow diagram, sistem flowchart, 
state-transition diagram, decision tress, 
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entity relation diagram, Hamilton zeldin 
diagram, dan banyak model lainnya. 
 
2.4.2 Pengertian Analisis Sistem 
         Analisis sistem dapat didefinisikan 
penguraian dari suatu sistem informasi 
yang utuh kedalam bagian-bagian 
komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi 
permasalahan-permasalahan, kesempatan-
kesempatan, hambatan-hambatan yang 
terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang 
diharapkan sehingga dapat diusulkan 
perbaikan-perbaikannya. Tahap analisis 
merupakan tahap yang kritis dan sangat 
penting karena kesalahan pada tahap ini 
akan menyebabkan juga kesalahan ditahap 
selanjutnya. Analisis sistem adalah suatu 
studi atas sebuah sistem yang sedang 
berjalan dengan tujuan untuk merancang 
suatu sistem baru yang dikembangkan. 
2.4.3 Pengertian Perancangan Sistem  
    Kegiatan perancangan sistem 
dilakukan setelah tahap analisis sistem, 
karena setelah tahap analisis seorang 
analisis sistem telah mendapat gambaran 
dengan jelas apa yang harus 
dikerjakan.Tahap perancangan sistem bisa 
dibagi menjadi dua bagian, yaitu 
perancangan sistem secara umum atau 
konseptual dan perancangan sistem secara 
detail atau fisik.Dari uraian diatas dapat 
disimpulkan bahwa perancangan sistem 
dapat diartikan :  
1. Merupakan tahap lanjutan setelah 
tahap analisis sistem dalam siklus 
hidup pengembangan sistem. 
2. Mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan 
fungsional. 
3. Mempersiapkan rancang bangun 
implementasi sistem yang baru atau 
usulan. 
4. Menggambarkan sistem baru atau 
usulan yang akan dikembangkan. 
5. Mengatur dan merencanakan elemen-
elemen yang terpisah kedalam satu 
kesatuan. 
 
Perancangan sistem adalah suatu 
deteminasi dari proses-proses dan data 
yang dibutuhkan oleh sistem yang baru. 
Jika sistem tersebut berbasis komputer 
maka perancangan dapat memasukan 
spesifikasi dari tipe-tipe perangkat yang 
digunakan. 
2.4.4 Siklus Hidup Pengembangan Sistem 
   Pada dasarnya ada dua metode 
pendekatan dalam membangun sistem, 
yang pertama yaitu top-down. Pada 
metode ini sistem ini diturunkan dari 
pemetaan secara global yang kemudian 
akan menurun kerarah yang lebih 
deskriftif. Metode kedua yaitu bottom-up, 
dimana sistem dipetakan dari satuan 
terkecil menjadi kesatuan yang besar. Pada 
tahun 1980 mulai dikenal teknik 
pendesainan secara terstruktur dengan 
menggunakan konsep pararel dan siklus, 
misalnya antara uji coba program dan 
pemograman dapat dilakukan kerja pararel 
dan seandainya ada sesuatu yang salah 
ketika implementasi maka dilakukan 
survey, analisa dan desain ulang yang 
menggantikan metode pendesainan klasik 






Mohamad Harris Jaelani, dkk / Jurnal Teknik Informatika Vol1. No. 1 (2017) 11 - 20 
 
15 
III. ANALISIS MASALAH 




Folw Map Manual Dari Proses Keberatan Mandiri 
 
3.2 Flow Map Manual Proses Banding 
  
Gambar3.2 
Flow Map Manual dari Proses Banding 
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IV. PERANCANGAN SISTEM 
4.1 Deskripsi Fungsi Aplikasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem 
di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan 
transaksi harian, mendukung operasi, 
bersifat manajerial dan kegiatan strategi 
dari suatu organisasi dan menyediakan 
pihak luar tertentu dengan laporan-
laporan yang diperlukan. 
 
4.2 Alternatif Solusi Proses 
Komputerisasi 
Proses koputerisasi yang perlu di 
lakukan adalah sebagai berikut : 
1. Pengolahan Data Baru 
a. Aplikasi Banding Pengadilan 
Pajak 
b. Aplikasi Sub yang jatuh tempo 
c. Aplikasi Keberatan Mandiri 
2. Pembuatan Laporan-Laporan 
a. Laporan Panggilan sidang 
b. Laporan Putusan 
c. Laporan Seksi Keberatan 
d. Laporan Keberatan Mandiri 
 
4.3. Diagram Konteks 
Untuk membuat diagram konteks, 
penulis terlebih dahulu akan menganalisa 
sistem informasi yang dibuat yang akan 
menghasilkan informasi apa saja serta 
membutuhkan data apa saja, dan 
selanjutnya menentukan sumber data apa 
saja yang dibutuhkan sistem dan tujuan 
informasi yang dihasilkan sistem. Maka 
dari analisa pada bab sebelumnya, 
menurut penulis diperoleh diagram 
konteks sebagai berikut: 
 
 





















Diagram Konteks dari Sistem Banding Pengadilan 
 
4.5 Data Flow Diagram Levelled (DFD) 
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          Langkah berikutnya adalah menurunkan diagram konteks dalam bentuk yang lebih 
detil lagi, yaitu salah satunya adalah Data Flow Diagram (DFD) leveled. Turunan pertama 
dari diagram konteks adalah DFD level 1 yang didalamnya terdapat proses-proses yang 
masih terlalu global dan dirasa sangat perlu proses penurunan lagi, maka DFD Level 0 
tersebut diturunkan lagi menjadi DFD Level 1. Pada tahap ini juga akan dideskripsikan 
tempat penyimpanan data yang masuk ke sistem. 



























TSidang Tsurat Tugas TPutusan TPUtusan PK
Data Panggilan 
Sidangi Data Surat 




Laporan Data Panggilan Sidang
Laporan Data Surat Tugas
Laporan Data Putusan
Laporan Data Putusan Pk






Surat pengantar permohonan 
keberatan
 
Gambar  4.2 
DFD Level 1 dari Aplikasi Banding Pengadilan Pajak 
 
4.6 Entity Relationship Diagran dan Mode Relasional 
Untuk menggambarkan hubungan antar setiap data, maka akan dibuat ERD dari 
sistem, model yang digunakan sebagai acuan dari pembuatan ERD adalah DFD serta data 
dictionaty. Setelah digambarkan ERDnya lalu ERD tersebut akan dideskripsikan dengan 
struktur file. ERD dari sistem yang akan dirancang adalah sebagai berikut : 
 
Rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) dari Aplikasi Banding Pengadilan Pajak 
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Bagian Kepegawaian Data Panggilan Sidang
Data Putusan Data Surat Tugas












 Entity Relationship Diagram (ERD) 
dari Aplikasi Banding Pengadilan Pajak 
 
V. Implementasi Program 
5.1 Implementasi Program 
Program yang penulis buat adalah 
program mengenai Aplikasi Banding 
Pengadilan Pajak, sebelum 
mengimplementasi program ini penulis 
mengusulkan beberapa tahapan yan harus 
dilakukan agar program ini berjalan dengan 
sebagaimana mestinya. Dimana tahapan 
yang harus dilakukan sebelumnya adalah 
sebagai berikut : 
 
5.1.1 Perangkat Keras (Hardware) / 
Perangkat Lunak (Software) yang 
digunakan 
Dalam mengimplementasi program 
yang penulis buat, maka menggunakan 
perangkat keras dan perangkat lunak 
antara lain : 
A. Perangkat keras yang digunakan 
dengan spesifikasi minimal : 
1. Processor Intel Pentium P6200 
2. Memory 1 GB 
3. Hardisk 320 GB 
4. Monitor 14.0 inc HD LED LCD 
5. Printer 
6. Mouse dan Keyboard Standard. 
B. Perangkat lunak yang digunakan : 
1. Proses pembuatan aplikasi (coding) 
dengan menggunakan Bahasa 
Pemrograman Microsoft Access 
2013; 
2. Pembuatan struktur tabel 
basisdata Access dengan 
menggunakan aplikasi Microsoft 
Access; 
3. Menggunakan Microsoft Office 
2013 sebagai alat bantu 
pengolahan kata dalam 
pembuatan laporan tugas akhir; 
4. Menggunakan Microsoft Visio 
2013 sebagai alat bantu dalam 
mendesain rancangan-rancangan 
DFD, ERD, rancangan form dan 
rancangan laporan-laporan. 
 
5.2 Daftar Form di Implementasikan 
1. From Menu Utama 





Form Menu Utama 
2. From Panggilan Sidang 
 
Gambar 5.2 
Form Panggilan Sidang 
3. Form Surat Tugas 
 
Gambar 5.3 
Form Surat Tugas 




4. Form Putusan PK 
 
Gambar 5.5 
Form Putusan PK 
5. Form Selain Keberatan 
 
Gambar 5.6 
Form Selain Keberatan 










Form Putusan PK Selain Keberatan 








Form Keberatan Mandiri 
 
 





Setelah melakukan analisis terhadap 
masalah yang ada, penulis menemukan 
beberapa hal yang perlu dirancang. 
Sehingga dengan rancangan yang ada ini 
diharapkan dapat membantu dalam 
meningkatkan proses  kerja dan 
menghasilkan informasi yang akurat 
sehingga dapat mendukung pihak 
manajemen dalam pengambilan keputusan 
dengan cepat berdasarkan laporan yang 
dapat di pertanggung jawabkan. Adapun 
kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 
analisis dan perancangan Sistem Aplikasi 
Banding Pengadilan Pajak Dan Keberatan 
Mandiri ini adalah : 
1. Dengan Aplikasi Banding Pegadilan 
pajak ini diharapkan mempermudah 
meningkatkan pelayanan pengajuan 
dan Proses pengajuan keberatan 
mandiri. 
2. Lancarnya proses Pembuatan 
Lamporan Sidang tergantung pada 
sistem aplikasi yang digunakan. 
 
6.1 Saran 
1. Untuk mempermudah meningkatkan 
pembuatan laporan hasil putusan 
banding perlu menggunakan Aplikasi 
banding Pengadilan pajak. 
2. Sebaiknya setiap Pengadilan Bea dan 
Cukai Harus Menggunakan yang di 
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